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BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi 

Negara Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan Untuk Disebut Negara Hukum maka negara tersebut harus Demokratis. Ciri- ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.  Istilah demokrasi berasal pada dua kata yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratia artinya pemerintahan. 

Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “ dari rakyat untuk rakyat ” atau “ pemerintahan oleh mereka yang diperintah “Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan diamana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktifsemua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.
 

Menurut KKBI Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat. Demokrasi dan Pemilu sering disederhanakan sebagai dua hal yang sama.

Kata demokrasi yang dalam bahasa Inggrisnya democracy berasal dari bahasa Perancis democratie yang baru dikenal abad ke 16, yang dirujuk dari bahasa Yunani (Greek) demokratia yang berasal dari kata demos berarti rakyat (people) dan kratos berarti tanaman (rule).

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu defenisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

2. Prinsip Demokrasi

Berikut Prinsip demorasi: a.) Kedaulatan rakyat; b.) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; c.) Kekuasaan mayoritas; d.) Hak-hak minoritas; e.) Jaminan hak asasi manusia; f.) Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; g.) Persamaan di depan hukum; h.) Proses hukum yang wajar.

Unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan sudah lama dikenal, yang diperkirakan pertama kali diterapkan di Yunani kuno, sekitar 2500 tahun lalu.
 

Untuk mewujudkan konsep negara demokrasi, maka diperlukan adanya prinsip- prinsip yang bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis. Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu: 

a. Lembaga legeslatif/ parlemen sebagai wakil rakyat;

b. Lembaga eksekutif sebagi penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;

c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang;

d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat;

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang- kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut: 

a. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
c. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orangorang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

3. Bentuk Demokrasi

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain. David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model, yaitu:

a. Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
b. Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain. 
c. Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus memenikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
d. Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan- kebijakan yang sepadan dengan kepentingan- kepentingan secara keseluruhan.
Demokrasi developmental yaitu pastisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu , mengabdi, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

4. Teori Demokrasi
Didalam konstitusi telah mengamanahkan secara tertulis bahwa kedaulatan dimiliki langsung oleh rakyat namun dimanifestasikan dalam lembaga perwakilan. Sehingga kepentingan para calon yang akan di pilih dalam pemilu bukan hanya dipandang sebagai suatu momen sebelum pencalonan yakni ketika memasuki masa kampanye namun lebih pada bagaimana wujud pemenuhan tanggung jawabnya langsung kepada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan dalam periodesasi lima tahunan merupakan wujud pelaksanaan dari makna kedaulatan rakyat itu sendiri sesuai dengan konstitusi.

Sedangkan demokrasi berasal dari kata demos dan krotos yang mengandung makna rakyat berkuasa. Sehingga demokrasi sangat bertumpu pada struktur hukum yang dianut suatu negara, hal tersebut terjadi dikarenakan struktur hukum adalah bagian sistem hukum yang meliputi lembaga hukum dan aparatur hukum 

yang ada didalamnya. Sehingga aparatur negara diharapkan mampu 

mengakomodir transparansi pemerintahan untuk mendorong terciptanya iklim demokrasi yang lebih baik melalui pendekatan sejarah dan kebudayaan yang diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk ikut dalam pembangunan negara sehingga tercipta iklim demokrasi yang lebih baik. Hal ini juga yang melahirkan membuat demokrasi mengandung beberapa elemen yang meliputi:

a. Adanya kedudukan yang sama dalam hal hak politik untuk mencalonkan diri dan memilih yang dilakukan pada periodesasi yang teratur
b. Adanya supremasi terhadap kedudukan HAM
c. Kekuasaan diselenggarakan oleh rakyat
d. Adanya pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat
e. Diwujudkan secara langsung dan tidak langsung
f. Adanya rotasi kekuasaan
Jika mengacu pada konstitusi maka dalam mengamandemen UUD 1945 merupakan ranah MPR sehingga sangat memungkinkan bahwa konsep kedaulatan rakyat dapat kembali bergeser jika terjadi amandemen dan dalam prosesnya mengalami perubahan terkait makna kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini berkaca pada pengalaman amandemen pasca reformasi yang saat itu kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di lembaga MPR yang kala itu menjadi lembaga tertinggi negara namun berhasil di ubah melalui amandemen yang mengaminkan bahwasannya kedaulatan rakyat dijalankan melalui lembaga perwakilan. Dengan adanya konsep perwakilan ini maka dengan kekuatan politik yang dimiliki presiden dapat menguasai hingga ke dalam wewenang lembaga legislatif yang tentunya telah melanggar konsep dasar check and balanced itu sendiri. Titik sentral guna meminimalisir hal tersebut adalah dengan memperkuat kedudukan konstitusi yang berlaku saat ini sehingga dapat meminimalisir segala kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat terjadi pada pemerintahan yang akan datang. Jika mengacu pada makna kedaulatan rakyat sesungguhnya maka lembaga perwakilan harus memberi ruang kepada masyarakat melalui keikutsertaannya merancang hingga menerapkan suatu produk hukum sehingga mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun pada realitanya suara rakyat atau partisipasi msyarakat tidak dapat difasilitasi secara penuh meningingat keterbatasan yang dimiliki Indonesia. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah suara wakil masyarakat yang ada di dalam komposisi anggota DPR RI dianggap mampu memanifestasikan kepentingan rakyat tersebut sehingga penyederhanaan proses perumusan kebijakan yang tidak menghilangkan keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan. Pemilihan umum dilakukan secara berkala untuk menyerap aspirasi masyarakat, merespon dinamika internasional terhadap kedaulatan rakyat, membuka kesempatan bagi pemilih baru untuk memilih dan regenerasi pejabat dalam tubuh lembaga eksekutif dan legislatif.
Sehingga dalam negara hukum konsep demokrasi dapat diartikan ketika negara mampu memberikan ruang sebesar-besarnya bagi partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pemerintah. Hal inilah yang melatar belakangi negara hukum sebagai suatu konsep yang mengedepankan kedaulatan rakyat yang ditandai dengan adanya pembatasan kekuasaan. Nilai sentral dalam demokrasi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang demokratis dan penegakan hak asasi manusia. Tentunya konsititusi meliki peran yang sangat penting dalam menjaga iklim demokrasi sehingga dapat menjaga pemenuhan terhadap hak individu masyarakat. Namun disisi lain demokrasi dapat diartikan Ketika masyarakat memiliki akses terbuka dalam bidang demokratisasi politik dan demokrasi ekonomi.
Gagasan suatu negara yang menjadikan hukum sebagai norma tertinggi dan memberikan ruang demokrasi untuk beriringan dalam kedudukan hukum tersebut diharapkan mampu memberikan dampak efektif terhadap berlangsungnya reformasi kelembagaan reformasi budaya politik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan manifestasi bahwa hukum memberikan kepastian terhadap demokrasi agar nantinya arti konkrit dalam penerapan demokrasi tidak dipolitisasi dengan kepentingan mengatasnamakan demokrasi. Hal ini memperjelas kedudukan hukum dalam suatu negara bahwa hukum memberikan batasan terhadap demokrasi agar tidak mengurangi hak asasi yang dimiliki orang lain namun di sisi lain substasi dari hukum tersebut merupakan hasil partispasi publik dengan cara yang demokratis. Konsep tersebutlah yang melatar belakangi adanya pemisahan kekuasaan dengan kedudukan yang setara agar setiap lembaga tidak dapat saling menjatuhkan dan menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang atau golongan tertentu.Dengan adanya hukum yang membatasi kekuasaan dan cara untuk memperoleh kekuasaan, hal ini ditujukan agar setiap orang yang hendak menjadi pemimpin di suatu negara harus memiliki dukungan mayoritas masyarakat melalui proses pemilihan dan apabila terpilih harus bersedia diawasi oleh Lembaga perwakilan guna mendukung adanya check and balanced.
Hal tersebut juga yang mengakibatkan setiap konsepsi demokrasi pemilihan pemimpin secara harus mengedepankan aspek persamaan di mata hukum. Sehingga hasil yang diharapkan dari demokrasi adalah lahirnya figur yang memiliki legitimasi yang lahir dari produk konstitusi yang berlaku. Guna mendukung penegakan hukum tersebut agar berjalan optimal maka lahirnya lembaga penegakan hukum yang baru sangat membantu meminimalisir tindakan penguasa yang cenderung otoriter dan represif terhadap warganegaranya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum
1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah pemilihan umum sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ramlan Surbakti juga menyatakan bahwa pemilu sebagai instrument di rumuskan sebagai; (1) mekanisme pendelegasian sebagaian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk diputuskan secara terbuka dan beradab.

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil- wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan representative democracy. Di dalam praktik yang, menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil- wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil- wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Agar wakil- wakil rakyat benar- benar bertindak atas nama rakyat, wakil- wakil itu harus di tentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Menurut Dahlan Thaib mengatakan bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip- prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip- prinsip demokrasi. Definisi ini merujuk secara langsung pada makna pemilu yang diatur oleh konstitusi. Prinsip- prinsip pemilu, seperti langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil merupakan prinsip dasar pemilu yang sudah seharusnya digariskan oleh konstitusi, sehingga orang- orang yang terpilih melalui pemilu untuk menjalankan pemerintahan dapat melaksanakannya berdasarkan prinsip demokratis.

2. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia
Sejarah pemilihan umum di Indonesia terbagi dalam tiga era, yaitu Masa Parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Berikut penjelasannya:
a. Masa Parlementer

Pemilu di masa Parlementer diadakan pada 1955. Saat itu pertama kali pemilu di Indonesia setelah merdeka. Pemilu 1995 diadakan pada masa demokrasi parlementer kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan dua kali, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September. Adapun pemilihan anggota konstituante pada 15 Desember.
b. Orde Baru

Pemilu kedua baru diadakan 16 tahun setelah itu, pada 1971. Pemilu 1971, Orde Baru meredam persaingan dan pluralisme politik. Hasil Pemilu 1971 menempatkan partai Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82 persen, diikuti Nahdlatul Ulama (NU) sebanyak 18,68 persen, Partai Nasional Indonesia sebanyak 6,93 persen, dan Parmusi 5,36 persen.

Pemilu berikutnya tahun 1977, melalui penyederhanaan atau penggabungan partai (fusi) 1973 peserta pemilu yang semula sepuluh partai politik menjadi tiga. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gabungan NU, Parmusi, Perti dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba, dan Golkar. Tiga partai ini, PPP, PDI, Golkar terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. Golkar sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada pemilu 1982,1987, 1992 dan 1997.
c. Reformasi

Setelah runtuh Orde Baru, pemilu diadakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu serentak di seluruh Indonesia ini diikuti sebanyak 48 partai politik. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Megawati Soekarnoputri dipilih juga ditetapkan MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah Gusdur mundur, berdasarkan Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001, Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden dengan wakilnya Hamzah Haz.

Pertama kali rakyat berpartisipasi dalam pemilu pada 2004 setelah adanya perubahan amendemen UUD 1945. Adapun isi amendemen itu, presiden dipilih secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Komisi Pemilihan Umum). Pemilu 2004 diadakan pada 5 April, diikuti peserta dari 24 Partai Politik untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD.
Pertama kalinya juga rakyat berpatisipasi langsung dalam pemilihan presiden. Pemilu ini diselenggarakan dalam dua putaran, pertama pada 5 Juli 2004, kedua pada 20 September. Ada lima pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 hingga 2009.
Pemilu legislatif diselenggarakan pada 9 April. Adapun jumlah peserta sebanyak 44 partai politik. Sedangkan pemilihan presiden dilaksanakan hanya satu putaran pada 8 Juli 2009. Pesertanya terdiri atas tiga (3) pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2009 hingga 2014.

Pemilu legislatif diadakan pada 9 April 2014 untuk pemilih dalam negeri. Pada 30 Maret hingga 9 April untuk pemilih di luar negeri. Peserta sebanyak 15 partai politik, tiga di antaranya dari partai lokal Aceh.
Pemilihan presiden dan wakilnya pada Pemilu 2014 dilangsungkan pada 9 Juli 2014. Ada dua pasangan calon waktu itu. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 hingga 2019. Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada 17 April serentak dengan pemilihan presiden. Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 hingga 2024.

3. Asas Pemilihan Umum
Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas. funda men, Adapun arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang men Jadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagai nya. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa. atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat kita jumpai tiga pengertian asas sebagai berikut: a) Dasar, alas, pedoman; misalnya, hatu yang baik untuk alas rumah, b) Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (ber pendapat dan sebagainya; misalnya: bertentangan dengan asas asas hukum pidana: pada asasnya yang setuju dengan usul saudara, c) Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara, dan seba gainya; misalnya, membicarakan asas dan tujuan. 
Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang esensial dari asas itu ialah: merupakan dasar, pokok tempat mene mukan kebenaran dan sebagai rumpukan berpikir, tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang antara lain adalah sebagai berikut Menurut C.W. Paton, yang dikutip oleh Mulhadi, dalam bukunya A Textbook of Jurisprudence, 1969, mengatakan asas adalah A principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law (dalam bahasa indonesia. kalimat itu berbunyi: asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.

Asas pada pemilu bersifat universal, di mana negara di seluruh dunia memiliki asas yang secara umum hampir sama dalam melaksanakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, maka negara-negara demokrasi yang melaksanakan pemilu tidak melenceng dari mekanisme universal yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu
Asas adalah prinsip yang mengandung kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum. Dari asas, maka pengaturan yang teknis dapat ditetap kan, oleh karena petunjuk dalam penyusunan peraturan teknis tersebut. bersumber pada asas. Apabila penetapan peraturan teknis tersebut keluar dari asas, maka bisa saja ia batal demi hukum. 

Chainur mengemukakan, "suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau abstrak (khususnya dalam bidang bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya)." Dalam konteks inilah, eksistensi asas pemilu sangat diperlukan, mengingat secara universal pemilu menjadi dasar penyelenggaraan. pemerintahan yang demokratis. Maka asas asas pemilu sebagai dasar pikiran, dasar pijakan dan prinsip- prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum harus dipertahankan terus dijaga nilai- nilai universalitasnya.

Berikut Asas- Asas Dalam Pemilu 

a. Langsung ( Rechtstreekse, Direct )
Salah satu asas pemilu adalah asas langsung. Asas ini berkaitan dengan enganged sang "demos" untuk memilih secara langsung wakil wakil mereka untuk duduk di parlemen. Demokrasi mengenal dua mo del pemilihan, yakni direct democracy dan representative democracy. Di rect democracy merupakan salah satu bentuk dari demokrasi langsung yang diselenggarakan di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai "Bapak Demokrasi Athena. 
Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena." Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing, non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.

Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sam pai 60.000 di antaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagi an besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pe mahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang.
Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian. keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis, boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern (bangsa Yunani Kuno tidak punya kata: untuk menyebut "hak", penduduk Athena menikmati kebebasan tidak "hak" dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang lain.

Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM Anolla mu SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemu ngutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Aristote les menyebut hal ini "kekanak-kanakan", berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pem belian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilih an demokratis pertama."

Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani nya, tanpa perantara. Hak itu tidak diwakilan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak itu direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 ten tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Per wakilan Rakyat, langsung lalah rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Oleh karena itu, asas langsung dalam pemilu menjadi salah satu preferensi penting yang meneguhkan eksestensi demokrasi sebagai suatu sistem politik.

b. Umum ( Algemene, General ) 

Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung mak na menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kela min, kedaerahan, dan status sosial. 
Undang-undang sudah mengatur, bahwa semua rakyat yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dapat dipilih dan memilih. Pemilihan seperti inilah yang disebut bersifat umum. Karena ada juga pemilihan yang bersifat khusus, seperti pemilihan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan yang dapat dipilih juga adalah orang orang tertentu. Misalnya pemilihan ketua Partai Politik. Mereka yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih adalah anggota dan pengurus partai politik. Itu pun tidak semua anggota dapat memilih. Mereka ha rus memenuhi syarat sehingga dapat memilih. Hal ini ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Dalam pemilihan umum, syarat-syarat yang dapat dipilih dan yang memilih ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berla ku universal bagi warga negara. Mereka yang memenuhi syarat yang umum itu, seperti dewasa (cakap) menurut hukum. Meskipun dari par tai atau organisasi politik tertentu, selama dia warga negara Indonesia dan cakap menurut hukum, maka yang bersangkutan memiliki hak un tuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat disebutkan bahwa asas umum mengandung makna yang pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/semua warga negara, menurut persyaratan asasi ( basic ) tertentu seperti diatas.

Persyaratan lain-lain, yang teknis atau politis, tidaklah dihubung kan dengan adanya pemilihan, tetapi semata-mata dihubungkan dengan praktik pelaksanaannya dan tujuan pemilihan serta fungsi badan/ lembaga yang disusun. Ketentuan yang sama masih berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana syarat untuk memilihdan dipilih dibedakan, yakni 17 tahun untuk memilih dan 21 tahun untuk dipilih menjadi calon anggota parlemen.

c. Bebas ( Vrije, Indpendent )

Bebas berarti setiap warga negara berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin kemanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak nurani dan kepentingannya. 

Di dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dab utana. Prinsip kebebasan ini menempati posisi sentral apabila dikaitkan dengan pemilu sebagai pergantian kekuasaan dalam demokrasi. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib.
Hal ini tercantum dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 23 mengatur Tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi yang menyebutkan “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.“

Dengan demikian, semua warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapapun. 

d. Rahasia ( Vertrouwelijk, Secret )

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Kerahasiaan ini merupakan rantai dari makna kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Kebebasan yang dirahasiakan oleh masing- masing individu. Meskipun tidak tertutup kemungkinan si individu bisa menceritakan siapa yang dia pilih kepada orang lain. Namun negara memfasilitasi privasi para pemilih untuk memilih siapa saja dalam melakukan pemilihan.

Dalam konteks inilah ada bilik suara yang sifatnya tertutup. Bilik suara tersebut menjadi tempat bagi para pemilih untuk memberikan suaranya. Hal ini merupakan bagian dari pemaknaan konkret dari arti ”rahasia” dalam konteks pemilu.

e. Jujur ( Eerlijk, Honest )

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan betindak jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

f. Adil ( Rechtvaardig, Fair )

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Teori Pemilihan Umum
Dalam rangka menjaga iklim demokrasi yang sehat dan memiliki regenerasi dengan membuka ruang kebebasan masyarakat untuk mencalonkan dirinya sebagai kontestasi calon pemimpin berdasarkan regulasi yang berlaku maka diselenggarakanlah pemilihan umum sebagai sarana masyarakat guna menjalankan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam periodesasi masa jabatan dalam lingkup pemerintahan tertentu. Guna mengakomodir semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat maka lembaga perwakilan baik legislatif dan eksekutif diberi kewenagan oleh konsititusi dalam menjalankan fungsi legislasi yang nantinya akan memberikan revisi produk hukum atau bahkan membentuk produk hukum yang baru agar lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Dalam menerapkan produk hukum tersebut maka aparatur yang memiliki kewenangan membentuk Undang-undang harus mampu memberikan suatu konsep hukum yang telah memuat cita-cita negara tersebut. 

Demokrasi dan pemilu adalah amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang dilaksanakan melalui konstestasi politik dengan periodesasi tertentu untuk pemilihan pejabat pada lembaga eksekutif dan legislatif menggunakan suara warganegaranya yang memenuhi klasifikasi. Dengan adanya pemilihan tersebut dapat meningkatkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang terbentuk hasil dari proses pemilu yang sah dan telah mendapat suara mayoritas warganegara. Pada dasarnya konsep pemilihan umum yang dominan digunakan di dunia adalah single member constituency yaitu sistem pemilihan yang mengehendaki dalam satu daerah pemilihan hanya memiih satu perwakilan saja yang biasa disebut sebagai sistem distrik dan single member constituency yang memberikan ruang lebih bebas untuk memilih dikarenakan dalam satu wilayah pemilihan dikehendaki untuk memilih lebih dari satu wakil atau biasa disebut dengan sistem proposional. 

Dampak positif sistem proposional ini adalah setiap warga negara dapat memilih langsung siapa wakil yang akan mereka  pilih untuk duduk di kursi lembaga perwakilan. Dengan adanya sistem proposional tersebut maka akan berdampak dengan penggunaan sistem multipartai di parlemen dikarenakan perebutan kursi yang akan memenuhi ambang batas suara di parlemen agar setiap partai politik dapat memiliki perwakilannya di parlemen. Dengan adanya ambang batas suara di parlemen merupakan cara untuk menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia namun berdampak pada hilangnya suara pemilih dikarenakan partai tempat calonnya berasal tidak lolos parlementary treshold. Hal ini juga ditambah dengan regulasi bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden harus di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan memilki minimal suara 20% suara di DPR-RI atau 25% suara nasional yang tentunya akan semakin mempersempit peluang partai kecil untuk bertarung dikarenakan sebelum menghadapi presidential treshold mereka harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan parlementary treshold yakni minimal 4% suara di DPR. Hal ini semakin membuat pemilu terkesan hasil kesepakatan partai politik bukan murni tokoh yang muncul dari rakyat.

C. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Peraturan perundang- undangan merupakan produk politik. Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat, dan hukum sebagai salah satu bidang didalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaadmaja politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang- undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrument politik hukum yang dilakukan melalui Undang- Undang. Intisari pemikiran politik hukum dikemukakan. Mochtar Kusumaadmaja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk, diperbaharui dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Moh. Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum yang lama. 

Mahfud MD membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu: pertama, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (legal policy) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali; kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan ketiga, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam pembentukan UUD 1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah- kaedah penuntun hukum.

2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Ruang lingkup atau wilayah kajian disiplin politik hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Tiga permasalahan itu baru sebatas membahas proses pembentukan politik hukum, belum berbicara pada tataran aplikasi dalam bentuk pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekuensi politis dari sebuah politik hukum.
Ketika berbicara tentang wilayah kajian sebuah disiplin ilmu yang akan dipergunakan para ahli hukum, politik hukum dalam perspektif normatif tidak hanya berbicara sebatas pengertian di atas, tetapi mengkritisi juga produk-produk hukum yang telah dibentuk. Dengan demikian, politik hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy di atas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut :
a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.
f. Pelaksanaan dari peraturan perudang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

D. Dasar Hukum Pemilu Tahun 1955- Sekarang
Pemilihan umum memiliki sejarah panjang di Republik ini. Dilaksanakan sejak tahun 1955, penyelenggaraan pemilu ini mengalami banyak perubahan pada tataran rujukan hukum bagi pelaksanaan pemilu . pemilu yang diselenggarakan sejak orde lama baru tidak diikuti dengan adanya pergantian Undang- Undang pada setiap periode. Namun semenjak dimulainya era reformasi, Undang- Undang yang mengatur tentang Pemilu mengalami pergantian pada setiap periode pemilu.

Berikut ini adalah daftar peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang penyelenggaran pemilu dari tahun 1955 sampai dengan sekarang :

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1953

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan pada 4 April 1953 merupakan Undang- Undang pertama yang mengatur tentang pemilu di Indonesia. Di dalam dictum dinyatakn “bahwa untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat peril, diadakan peraturan Undang- undang. Perlu pula ditentukan dengan undang-undang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan kenaggotaan Konstituante dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat selain dari jabatan-jabatan yang disebut dalam pasal 61 Undang- Undang Dasar Sementara. Artinya dasar dari pelaksaan pemilu tahun 1955 adalah UUDS 1950.

2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1969

Untuk pelaksaan pemilu selanjutnya, tidak dilakukan lima tahun kedian setelah pemilu tahun 1955. Karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan DPR dan Dewan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955. Oleh karena itu insiden sepanjang tahun 1960-an hingga tahun 1970 banyak sekali, pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan tidak bisa dilaksanakan. Sehingga baru pada tahun 1969, Undang- Undang Pemilu baru bisa di ditetapkan dan pemilu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1971.

Jika merujuak pada dictum Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil- wakil rakyat yang akan duduk di lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila/Undang- Undang Dasar 1945.

3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1975

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1975 menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilu tahun 1977. Perubahan terhadap Undang- Undang Pemilihan Umum ini pada pokoknya di dasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1973 tentang Garis- Garis besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VIII/MPR/1973 Tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamental yang berarti tidak mengubah dasar pikiran, tujuan asas serta sistem pemilihan umum. Tujuan mengadakan perubahan ini adalah semata- mata menyempurnakan Undang- Undang Pemilihan Umum disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan dalam bidang politik yang termaktub dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut diatas.

4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1980

Pemilu tahun 1982 menggunakan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1980 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Tujuan diadakan perubahan itu adalah untuk lebih menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1975, disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dalam bidang politik dan kenegaraansehubungan dengan adanya kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut serta sehubungan pula dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang dikukuhkan dengan ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya faktor- faktor yang mempengaruhi diadakannya perubahan dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum oleh presiden/ mandataris, 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, di tingkatkan pernannya dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat. Pusat sampai daerah yang diatur dengan Undang- Undang Pemilihan Umum.

b. Bahwa dalam provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan juga Pemilihan, namun mengingat perkembangan keadaan di daerah tersebut mengenai hal-hal tertentu dapat diatur tersendiri berdasarkan, ketentuan- ketentuan Undang- Undang Pemilihan Umum.

c. Bahwa menurut pengalaman dalam pelaksanaan Undang- Undang Pemilihan Umum tahun 1977, ternyata antara lain diperlukan adanya penyemputnaan organisasi penyelenggara/pelaksana pemilihan umum.

5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1985

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemi lihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang Indang Nomor 2 Tahun 1980 merupakan ke lanjutan dari rantai perubahan Undang-Undang Pemilu di zaman Orde Baru. Perubahan ini didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.

Pemikiran yang bersifat mendasar dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dalam kaitannya dengan pemba ngunan di bidang Politik, adalah perlunya terus diusahakan langkah langkah yang mampu mendukung berlangsungnya proses pembaruan politik yang semakin memantapkan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Langkah-langkah tersebut antara lain adalah pemantapan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga pemberian peranan yang le bih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam kegi atan pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. 

Arah pemikiran dan langkah-langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 pada hakikatnya tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas, dan sistem pemilihan umum dalam undang-undang tersebut tetapi bertujuan un tuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan. Perubahan yang dituangkan dalam undang-undang ini terutama didasarkan atas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Per musyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 ten tang Pemilihan Umum. Materi Pasal 1. Pasal 2, dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, pada hakikatnya sudah tertampung dalam konsiderans, batang tubuh, dan dalam Penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun mengingat ketentuan ter sebut merupakan pengaturan dasar penyelenggaraan pemilihan umum yang harus dilaksanakan, maka untuk lebih memantapkan pelaksana annya perlu ditampung dan dirumuskan dalam batang tubuh undang undang ini.
Perubahan yang dibangkan dalam undang-undang ini terutama didasarkan atas Pasal 1. Pasal 2, dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Per musyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1983 ten tang Pemilihan Umum. Materi Pasal 1. Pasal 2, dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut. pada hakikatnya sudah tertampung dalam konsiderans, batang tubuh, dan dalam penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun mengingat ketentuan tersebut merupakan pengaturan dasar penyelenggaraan pemilihan untun yang harus dilaksanakan, maka untuk lebih memantapkan pelaksana annya perfn ditampong dan dirumuskan dalam batang tubuh undang- undang ini. 

Materi ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut yang memengaruhi diadakannya perubahan terhadap ketentuan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut: 
a. Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Pemilihan umum anggota-anggota DPR, DPRD 1. dan DPRD II yang sekaligus untuk mengisi susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada waktu yang bersamaan.
c. Pemilihan umum diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Undang-undang ini mengatur bahwa pemilihan umum di Daerah Tingkat I Irian,aya diselenggarakan berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, namun mengenai hal hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus berdasarkan perkembangan keadaan daerah diatur tersendiri.
Mandate Undang- Undang juga menegaskan bahwa untuk memudahkan masyarakat memahami dan menggunakan Undang- Undang Pemilihan Umum, maka pasal- pasal dalam Undang- undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1975, yang kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan yang ketiga kali dengan undang- undang ini, disusun dalam satu naskah.

6. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999

Setelah melewati fase pemilu yang terus-menerus dikontrol oleh kekuasaan selama Orde Baru, maka datangnya Orde Reformasi dengan tumbangnya Soeharti tahun 1998 membawa angin segar bagi demokratisasi politik Indonesia. Pemilu juga kian terbuka dan demokratis, karena dapat dilakukan secara bebas tanpa ada tekanan. Mobilisasi massa pemilih, jumlah partai yang makin banyak, menyebabkan situasi politik makin mencair.

Dalam penjelasan umum undang-undang ini ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan).

Pemilihan umum merupakan sarana demokratis guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.
Hanya kekuasaan pemerintah negara yang mencantumkan kedau latan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memiliki legimitasi yang kuat. Dasar pemikiran tersebut di atas, merupakan penegasan pelaksa naan semangat dan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai tuntutan reformasi.
Di dalam diktum undang- undang dijelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk memuwujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu, pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memiih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pembaga Permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan dalam undang-undang ini dapat dilihat sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum.

b. Daerah Pemilihan dan JumlahKursi.

c. Penyelenggaraan dan Organisasi.

d. Pengawasan dan PemantauanPemilihan Umum.

e. Hak Memilih.

f. Pendaftaran Pemilih.

g. Syarat Keikutsertaan dalam Pemilihan Umum.

h. Hak Dipilih dan Pencalonan.

i. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

j. Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

k. Pengumuman Hasil Pemilihan dan Pemberitahuan Kepada Calon Terpilih.
l. Ketentuan Pidana.

m. Ketentuan Lain-lain.

n. Ketentuan Peralihan.

o. Ketentuan Penutup.

7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003

Ketentuan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur pemilihan umum langsung legislatif anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000. Pemerintah menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 hasil perubahan UU Nomor 4 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu legislatif seiring perkembangan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 diterbitkan untuk menyempurkankan peraturan yang ada terkait penyelenggaraan pemilu legislatif.
Untuk penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 nantinya sempat diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perppu 2/2004 itu kemudian disahkan menjadi UU dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2004.
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 ini mengatur secara lengkap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal yang diatur meliputi peserta pemilu, hak memilih, penyelenggara, daerah pemilihan dan jumlah kursi, pendaftaran pemilih, pencalonan anggota, kampanye, pemungutan- perhitungan dan penetapan hasil pemilu, penetapan perolehan kursi dan calon terpilij, hingga penghitungan dan pemungutan ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait pemilu legislatif.

8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang- Undang ini mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2004. Karena sejak tahun 2004, pemilu dipisahkan menjadi dua, yakni pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilu untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, sehingga keduanya diatur secara berbeda oleh dua undang- undang.

Dalam penjelasan undang- undang ini menyebutkan bahwa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahum 1945 setelah perubahan, psal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh PMR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang.

Dasar salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih presiden dan wakil presiden yang semuanya dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" dan "Pasangan Calon Pre siden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu yng dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, ra hasia, jujur, dan adil, yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusul kan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antarpartai politik yang bergabung.
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat. partisipatif. dan dapat dipertanggung jawabkan perlu disusun suatu Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Undang- Undang ini merupakan perwujudan dari pemilu yang dipisahkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses pergantian kekuasaan di Indonesia. Ini juga menjadi pemilu kedua setelah Orde Baru dalam situasi yang mulai kondusif, tetapi sekaligus pemilu pertama setelah amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah sebebnya undang-undang menjadi dasar hukum pertama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dibawah onsep “negara hukum” sebagaimana mandate dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2004

Undang-Undang ini adalah merupakan Penetapan terhadap Per aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi undang-undang.
Perubahan ini dilakukan karena beberapa ketentuan dalam Un dang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Ang gota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak memberi landasan yang luwes bagi kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum dan sesuai dengan permintaan Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam surat Nomor: 591/15/111/2004 tanggal 30 Maret 2004 kepada Presiden serta mempertimbangkan hasil pertemuan konsultasi tanggal 30 Maret 2004 dan tanggal 2 April 2004 antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kenyataan menunjukkan bahwa pengadaan surat suara dan per lengkapan pelaksanaan pemilu serta pendistribusiannya menemui beberapa kendala yang dapat berakibat tidak terlaksananya pemilu secara serentak, sehingga sampai pada tingkat kegentingan yang me maksa untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan bagi pelaksana an pemilu tersebut. Untuk itu, Ketua KPU telah menyampaikan kepada Presiden surat Nomor: 591/15/11/2004 tanggal 30 Maret 2004, yang in tinya mengusulkan agar dapat diadakan perubahan terhadap ketentu an Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Selain itu, telah diadakan pertemuan konsultasi antara Pemerintah, DPR dan KPU yang menyim pulkan bahwa diperlukan upaya yang cepat untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu.
Mengacu pada alasan di atas dan untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Per aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang- undang. Undang- Undang Nmor 20 Tahun 2004 ini merupakan undang- undang penetapan terhadap Peraturan Pemerintan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004.

10. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 belum diatur perpanjangan waktu masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum.
Problem mengenai pengaturan perpanjangan waktu inilah yang diatur dalam undang-undang ini, di mana hanya merupakan penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai perpanjangan waktu bagi keanggotaan KPU. Karena pengaturan penyelenggara pemilu dan pemilu dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 masih satu-kesatuan, belum dipisahkan.
11. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008
Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pene tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Da erah, perlu dilakukan perubahan. Meskipun diktum undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebutnya "diganti", karena memang Un dang-Undang Pemilu tersebut tidak diubah, tetapi diganti secara keseluruhan. 

Penggantian ini dilakukan karena penyelenggara pemilu sudah diatur di dalam undang-undang terpisah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Karena itu, undang-undang ini secara tegas menyebutkan bahwa eksistensinya adalah "mengganti" undang- undang pemilu yang lama.

12. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2009

Dalam rangka mengatasi terjadinya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai akibat adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum terkait dengan ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional yang dapat mengakibatkan sebagian pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya, serta belum diaturnya pemberian tanda lebih dari satu kali pada surat suara dinyatakan sebagai suara yang sah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat mengakibatkan banyaknya kehilangan suara pemilih, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang- Undang.
13. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. & Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaraan Pemilihan Umum
Sistem Pemiliu memiliki 3 macam, yaitu :

a. Yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan WakiKepala Daerah.

b. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak)

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak.

d. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

e. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serentak di seluruh Indonesia periode 2014-2019. Khusus untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota DPD.

Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komite Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh beserta nomor urutnya.

14. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum serentak ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 secara umum memang dapat dikatakan berlangsung dengan lancar.
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